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ABSTRACT

Penghapusan Pasal 8 dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, yang merevisi UU Nomor 4 Tahun
2009, menghilangkan kewenangan pemerintah  kabupaten’kota dalam pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara, sehingga mengalihkan selurun kewenangan izin dan
pengawasan ke pemerintah pusat. Perubahan ini berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan
sumber daya alam di tingkat lokal, meningkatkan risiko konflik sosial, serta merusak
lingkungan akibat kurangnya keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki pemahaman lebih
baik terhadap kondisi lokal. Selain itu, ketentuan Pasal 96 yang mengurangi cakupan kewajiban
reklamasi pascatambang menjadi hanya satu dari empat kewajiban sebelumnya, serta Pasal 162
yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak kegiatan tambang, menunjukkan
pergeseran regulasi yang lebih memprioritaskan kepentingan investasi dibandingkan
keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual
(conceptual approach) untuk menganalisis dampak perubahan regulasi tersebut terhadap aspek
lingkungan, sosial, dan hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam
UU Nomor 3 Tahun 2020 berisiko memperburuk ketimpangan perlindungan antara perusahaan
tambang dan masyarakat lokal serta mengabaikan prinsip keberlanjutan.

Keywords: Hukum Pertambangan, reklamasi tambang, keberlanjutan lingkungan

1. INTRODUCTION pertumbuhan ekonomi nasional(Ramadhan
Sektor pertambangan mineral dan et al., 2023).
batubara merupakan salah satu tulang Undang-Undang Nomor 4 Tahun
punggung perekonomian Indonesia, 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
berkontribusi besar terhadap penerimaan Batubara merupakan kerangka hukum
negara, penciptaan lapangan kerja, dan utama yang mengatur pengelolaan sumber
pembangunan infrastruktur(Tapada, 2022). daya tambang secara terpadu. UU ini
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya bertujuan untuk memastikan pengelolaan
alam yang melimpah, menjadikannya salah tambang yang berkelanjutan,
satu eksportir utama batubara dan mineral meningkatkan penerimaan  negara, dan
di dunia. Selain itu, hasil pertambangan memberikan kewenangan kepada
juga menjadi bahan baku penting dalam pemerintah  daerah  dalam  mengatur
berbagai industri, seperti energi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya
manufaktur, dan konstruksi, sehingga tambang di wilayahnya(Widyaningrum &
berperan  vital dalam  mendukung Hamidi, 2024). Dengan mengedepankan
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prinsip
manfaat,
mendukung

keberlanjutan  dan pemerataan
UU ini diharapkan  dapat
pertumbuhan ekonomi
sekaligus melindungi lingkungan dan
kepentingan masyarakat sekitar
tambang(Podungge et al., 2024)

Revisi Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 yang menghasilkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 didorong
oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan
dalam pengelolaan sumber daya mineral
dan batubara yang semakin
kompleks(Bobby & Basani, 2024). Latar
belakang historisnya melibatkan evaluasi

terhadap implementasi UU sebelumnya
yang dinilai  belum optimal dalam
menjawab perkembangan sektor

pertambangan dan dinamika global. Revisi
ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
pengelolaan tambang, memastikan
penerimaan negara Yyang lebih besar
melalui pengaturan perizinan yang terpusat,
serta mendukung pembangunan
berkelanjutan ~ dengan  memperhatikan
keseimbangan antara eksploitasi sumber
daya dan perlindungan
lingkungan(Hermawan et al, 2024).
Perubahan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum yang lebih
kuat bagi investor, sekaligus mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional melalui
sektor pertambangan.

Penghapusan Pasal 8 dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020
menghilangkan  kewenangan pemerintah
kabupaten/kota dalam mengelola
pertambangan di wilayahnya. Hal ini
menciptakan sentralisasi kewenangan yang
sepenuhnya berada di tingkat pemerintah
pusat, yang dianggap mengabaikan peran
strategis pemerintah daerah(Azmi Fendri &
Kn, 2023). Dampaknya, masyarakat lokal
yang lebih  memahami  kondisi dan
kebutuhan  daerahnya menjadi  kurang
dilibatkan dalam pengambilan keputusan
terkait pengelolaan tambang. Keputusan ini

memicu Kritik karena dianggap
melemahkan otonomi daerah  dan
berpotensi  mengabaikan  kepentingan

masyarakat sekitar tambang.
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Revisi pada Pasal 96
menyederhanakan kewajiban perusahaan
tambang dalam pengelolaan lingkungan,
dengan membolehkan perusahaan hanya
memenuhi  salah satu dari sejumlah
kewajiban yang ditetapkan. Sebelumnya,
perusahaan diwajibkan untuk
melaksanakan selurun upaya konservasi,
reklamasi, dan pengelolaan sisa tambang
secara terpadu(Joni, 2020). Perubahan ini
memicu kekhawatiran bahwa perusahaan
tambang dapat mengabaikan aspek penting
dari tanggung jawab lingkungan, sehingga
memperbesar risiko kerusakan lingkungan
dan memperlemah prinsip pembangunan
berkelanjutan.

Pasal 162 dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 memuat ketentuan
pidana bagi siapa saja yang merintangi atau
mengganggu kegiatan usaha pertambangan
pemegang izin resmi(Faisal & Rahayu,
2021). Ketentuan ini dianggap berpotensi
mengkriminalisasi masyarakat, terutama
mereka yang menolak keberadaan tambang
di daerahnya dengan alasan perlindungan
lingkungan atau kepentingan sosial. Pasal
ini  memberikan celah bagi perusahaan
tambang untuk menekan masyarakat,
sehingga ~ memunculkan  ketimpangan
dalam konflik antara warga dan korporasi.
Hal ini memicu kekhawatiran tentang
maraknya  ketidakadilan  yang  akan
dirasakan oleh masyarakat lokal di sekitar
tambang.

Perubahan dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 membawa dampak
signifikan pada berbagai aspek. Secara
sosial, ketentuan  seperti Pasal 162
berpotensi mengkriminalisasi masyarakat
lokal yang menolak kegiatan
pertambangan, sehingga mengurangi
partisipasi mereka dalam pengelolaan
lingkungan daerah tambang(Josses, 2024).
Secara ekonomi, sentralisasi kewenangan
dan penghapusan  peran pemerintah
kabupaten/kota dapat membuka peluang
bagi monopoli pengelolaan tambang oleh
korporasi ~ besar, yang  mengancam
pengurangan pendapatan daerah dari sektor
ini. Sementara itu, secara lingkungan,
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perubahan Pasal 96 yang menyederhanakan
kewajiban pengelolaan lingkungan oleh
perusahaan tambang dapat menurunkan
standar perlindungan lingkungan,
meningkatkan risiko kerusakan lingkungan
akibat tambang, dan mengabaikan prinsip

pembangunan berkelanjutan(Sudrajat,
2013).

Revisi Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 menjadi  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020 memunculkan Kritik
tajam karena dianggap tidak selaras dengan
amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang
menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya harus

dikelola untuk sebesar-besarnya
kemakmuran  rakyat(Prasodjo,  2022).
Perubahan seperti penghapusan
kewenangan pemerintah  daerah dalam

Pasal 8, yang mengurangi partisipasi lokal,
serta potensi kriminalisasi masyarakat
sebagaimana diatur dalam Pasal 162,
menunjukkan bahwa revisi ini cenderung
memberikan prioritas pada kepentingan

korporasi besar dibandingkan
kesejahteraan rakyat. Selain itu,
pelonggaran kewajiban pengelolaan
lingkungan dalam Pasal 96 dapat

berdampak pada kerusakan sumber daya
alam yang justru bertentangan dengan
prinsip keberlanjutan. Akibatnya, kekayaan
alam yang seharusnya menjadi sumber
kemakmuran bersama justru dikelola secara
eksploitatif dengan hasil yang lebih banyak

dinikmati oleh segelintir pihak
dibandingkan  masyarakat luas(Arizona,
2011).

Urgensi penelitian ini terletak pada
kebutuhan untuk menganalisis  bentuk-
bentuk kemunduran hukum yang terjadi
akibat perubahan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang  Pertambangan  Mineral  dan
Batubara. Perubahan ini dianggap tidak
sejalan dengan prinsip-prinsip  keadilan
sosial, terutama dalam menghilangkan
kewenangan  pemerintah  daerah yang
sebelumnya memiliki peran strategis dalam
pengelolaan tambang, serta berpotensi
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merugikan masyarakat setempat melalui
kriminalisasi dan pengurangan partisipasi
publik dalam pengelolaan lingkungan.
Selain itu, perubahan ini juga berdampak
pada meningkatnya risiko  kerusakan
lingkungan  akibat  kebijakan  yang
cenderung minimalis terhadap kewajiban
perusahaan  tambang, serta  potensi
monopoli  pengelolaan  tambang  oleh
korporasi besar yang dapat mengurangi
pendapatan daerah. Dengan demikian,
penelitian ini bertujuan untuk memberikan
analisis Kkritis dan rekomendasi perbaikan

kebijakan yang lebih berpihak pada
masyarakat, lingkungan, dan pemerintah
daerah.

2. RESEARCH METHODOLOGY

Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan yuridis normatif
akan digunakan  untuk  menganalisis
ketentuan hukum yang terkandung dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009, dengan fokus pada
pengaruhnya terhadap masyarakat,
lingkungan, dan kewenangan pemerintah
daerah. Selain itu, pendekatan konseptual
akan digunakan untuk mengkaji konsep
kemunduran ~ hukum  dalam  konteks
perubahan peraturan perundang-undangan
tersebut, serta implikasinya terhadap
prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 terkait
pengelolaan  kekayaan alam  untuk
kemakmuran rakyat. Penelitian ini juga
akan memanfaatkan studi pustaka dan
analisis dokumen untuk mendalami teori-
teori terkait dengan kebijakan
pertambangan dan prinsip pembangunan
berkelanjutan.

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1 Bentuk Kemunduran Hukum Pada
Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009  tentang Pertambangan

Mineral Dan Batubara

Penghapusan Pasal 8 dalam UU
Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan

revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009
menghilangkan kewenangan pemerintah
kabupaten/kota dalam pengelolaan
pertambangan  mineral dan batubara.

Sebelumnya, Pasal 8 dalam UU Minerba
2009 memberikan ruang bagi pemerintah
daerah untuk terlibat dalam pengelolaan
sumber daya alam di wilayahnya, termasuk
dalam pemberian izin usaha pertambangan

(IUP) dan  pengawasan kegiatan
pertambangan(Soraya et al., 2024). Dengan
dihapusnya  pasal  tersebut,  seluruh

kewenangan terkait izin dan pengawasan
pertambangan Kini sepenuhnya berada di
tangan  pemerintah  pusat, Khususnya
melalui Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM). Hal ini berpotensi
mengurangi efektivitas pengelolaan sumber
daya alam di tingkat daerah, karena
pemerintah daerah lebin memahami kondisi
dan kebutuhan lokal yang berkaitan dengan
kegiatan ~ pertambangan (Marthahud i,
2024).

Dengan hilangnya peran pemerintah
kabupaten/kota dalam pengelolaan
tambang, kolaborasi yang seharusnya
terjalin antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan masyarakat bisa
terganggu. Sebelumnya, pemerintah daerah
memainkan peran  penting dalam
memastikan bahwa kegiatan pertambangan
berjalan  sesuai dengan  kepentingan
masyarakat setempat dan lingkungan
sekitar(Kusyanti & Suhartono, 2024).
Pemerintah daerah memiliki pemahaman
yang lebih mendalam tentang potensi
sosial, ekonomi, dan budaya yang
terpengaruh oleh kegiatan pertambangan.
Tanpa keterlibatan pemerintah  daerah,
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat bisa lebih fokus pada kepentingan

investasi  dan pengelolaan sumber daya
alam yang kurang = memperhatikan
kesejahteraan masyarakat dan
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keberlanjutan al.,
2024).

Hilangnya kewenangan daerah juga
dapat meningkatkan potensi konflik antara
perusahaan tambang dan masyarakat lokal.
Masyarakat yang tidak terlibat dalam
proses pengambilan keputusan berisiko
mengalami ketidakadilan dalam pembagian
manfaat dari kegiatan pertambangan, serta
kurangnya perlindungan terhadap hak-hak
mereka. Tanpa kolaborasi yang efektif,
kegiatan pertambangan bisa mengarah pada
ekses-ekses negatif, seperti kerusakan
lingkungan vyang tidak terkontrol, serta
ketidakpuasan yang bisa berujung pada
penolakan masyarakat terhadap proyek
pertambangan yang beroperasi di wilayah
mereka. Dengan demikian, penghapusan
Pasal 8 berdampak besar pada dinamika
hubungan antara pemerintah, perusahaan,
dan masyarakat yang sejatinya perlu dijaga
untuk menciptakan pengelolaan tambang
yang berkelanjutan dan inklusif.

Pasal 96 dalam UU Nomor 3 Tahun
2020 memberikan ketentuan yang cukup
kontroversial terkait kewajiban reklamasi
oleh pemegang izin usaha pertambangan
(IUP) atau izin usaha pertambangan khusus
(IUPK)(Darongke et al., 2022a). Ketentuan
baru ini hanya mewajibkan pemegang I1UP
untuk melaksanakan salah satu dari empat
kewajiban reklamasi yang sebelumnya
diatur lebih rinci dalam UU Nomor 4 Tahun
2009. Keempat kewajiban reklamasi
tersebut mencakup  ketentuan terkait
keselamatan pertambangan, pengelolaan
lingkungan  pertambangan,  konservasi
mineral dan batubara, serta pengelolaan
sisa tambang(Joni, 2020). Dalam UU yang
baru, perusahaan hanya diwajibkan
memilih satu kewajiban reklamasi yang
dianggap paling sesuai atau efisien menurut
mereka.

Perubahan ini mengurangi cakupan
kewajiban yang semula lebih komprehensif
dan holistik, menjadi lebih selektif dan

lingkungan(Asis et

terbatas.  Tentu  hal ini  berisiko
menyebabkan penurunan kualitas
lingkungan pascatambang, karena
perusahaan dapat memilih  kewajiban
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reklamasi yang paling sederhana atau
paling mudah dilakukan, tanpa
memperhatikan  kebutuhan  keseluruhan
ekosistem dan masyarakat sekitar. Padahal,
reklamasi yang menyeluruh mencakup
berbagai aspek penting seperti pengelolaan
air, penghijauan lahan, dan pemulihan
habitat alami yang telah rusak. Dengan
hanya  menjalankan  satu  kewajiban,
perusahaan bisa terhindar dari tanggung
jawab lebih luas yang sebenarnya
diperlukan untuk mengembalikan fungsi
lingkungan yang terdampak oleh kegiatan
pertambangan.

Dampak negatif dari perubahan
ketentuan reklamasi ini sangat berpotensi
merugikan  keberlanjutan  lingkungan,
terutama di  wilayah yang memiliki
ekosistem yang sensitif dan kompleks.
Ketika perusahaan hanya diwajibkan untuk
melaksanakan  sebagian kecil  dari
kewajiban reklamasi, maka pemulihan
lingkungan pascatambang tidak akan
berjalan secara maksimal. Misalnya, jika
perusahaan hanya melakukan reklamasi
terkait pengelolaan sisa tambang tanpa
memperhatikan aspek konservasi mineral
dan batubara atau pengelolaan lingkungan
yang lebih luas, maka potensi kontaminasi
tanah dan air, kerusakan flora dan fauna,
serta kerusakan jangka panjang terhadap
biodiversitas dapat terjadi.

Dengan  mengurangi kewajiban
reklamasi yang lebih komprehensif menjadi
sekadar pilihan, UU Nomor 3 Tahun 2020
berisiko  mengabaikan  prinsip-prinsip
keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Hal
ini bisa memperburuk kualitas lingkungan
hidup dan memperburuk ketidakadilan bagi
masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah
pertambangan. Maka dari itu, penting untuk

meninjau  kembali  ketentuan ini agar
praktik reklamasi tidak hanya Dbersifat
minimalis, melainkan benar-benar

mencerminkan upaya serius untuk menjaga
kelestarian  lingkungan dan mencegah
kerusakan jangka panjang akibat aktivitas
pertambangan.

Pasal 162 dalam UU Nomor 3 Tahun
2020 memberikan sanksi pidana terhadap
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setiap orang yang merintangi  atau
mengganggu kegiatan usaha pertambangan
yang telah  memenuhi  syarat-syarat
tertentu(Haryadi et al., 2023). Ketentuan ini
berpotensi menjadi alat untuk
mengkriminalisasi masyarakat yang
berusaha menolak atau menghambat
eksploitasi tambang di wilayah mereka.
Pasal ini menempatkan masyarakat yang
menuntut hak atas tanah mereka atau yang
memperjuangkan hak-hak lingkungan di
posisi yang rentan terhadap tindakan
hukum yang dapat mempersulit perjuangan
mereka. Ketika masyarakat berusaha
mengadvokasi agar kegiatan pertambangan
tidak merusak lingkungan atau
kesejahteraan mereka, mereka bisa saja
dijerat dengan ancaman pidana yang
terkandung dalam Pasal 162 ini.

Potensi  kriminalisasi  ini  jelas
menambah beban bagi masyarakat yang
sudah terpinggirkan oleh ketidakadilan
struktural ~ dan  ketergantungan  pada
perusahaan tambang. Masyarakat yang
menuntut perlindungan atas hak atas tanah,
lingkungan yang sehat, dan keberlanjutan
ekosistem mereka, dapat dihadapkan pada
tuntutan hukum, intimidasi, atau bahkan
kekerasan. Hal ini bertentangan dengan
hak-hak dasar masyarakat yang dilindungi
oleh hukum internasional, seperti hak untuk
mengemukakan pendapat dan hak untuk
berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan terkait dengan sumber daya alam
di daerah mereka. Regulasi ini bisa
menciptakan ketakutan dan
ketidakpercayaan di kalangan masyarakat
lokal terhadap pemerintah dan perusahaan
tambang, serta memperburuk hubungan
antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Pasal 162 juga memperlihatkan
ketimpangan antara perlindungan yang
diberikan kepada perusahaan tambang dan
hak-hak masyarakat lokal. ~Sementara
perusahaan tambang diberi keleluasaan
untuk melanjutkan kegiatan mereka setelah
memenuhi persyaratan administratif yang
terkadang hanya bersifat teknis dan terlepas
dari aspek sosial dan lingkungan,
masyarakat lokal  yang menuntut
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perlindungan  hak atas tanah dan
lingkungan  mereka  justru  berisiko
menghadapi ancaman pidana.

Ketimpangan ini semakin nyata ketika
masyarakat yang menuntut keadilan atau
melakukan  protes terhadap  kegiatan
tambang dianggap sebagai pihak yang
mengganggu jalannya aktivitas ekonomi,
padahal protes mereka seringkali didorong
oleh upaya untuk  mempertahankan
lingkungan hidup yang layak dan hak-hak
mereka sebagai warga negara.

3.2 Dampak dari Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral aan
Batubara Terhadap Masyarakat,
Lingkungan, dan  Kewenangan
Pemerintah Daerah
Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara membawa dampak yang
signifikan ~ terhadap  berbagai  aspek,
khususnya masyarakat, lingkungan, dan
kewenangan pemerintah daerah. Revisi
regulasi  ini mengubah tata kelola
pertambangan secara mendasar, yang di
satu sisi bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan penerimaan negara, namun di
sisi lain menimbulkan berbagai
permasalahan, seperti berkurangnya
partisipasi masyarakat, ancaman terhadap

keberlanjutan lingk ungan, serta
melemahnya peran pemerintah daerah
dalam pengelolaan tambang. Dampak-

dampak tersebut menimbulkan tantangan
baru yang memerlukan kajian mendalam
untuk memastikan bahwa kebijakan ini
tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial,
kelestarian lingkungan, dan desentralisasi
kewenangan.

Hilangnya hak masyarakat untuk
berperan aktif dalam mengelola sumber
daya alam di daerah mereka, seperti diatur
dalam perubahan regulasi UU Nomor 3
Tahun 2020, telah menciptakan
ketimpangan yang signifikan (Darongke et
al, 2022b). Masyarakat seringkali hanya
menjadi penonton di tanah mereka sendiri,
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sementara sumber daya yang mereka
andalkan untuk  kehidupan sehari-hari
dieksploitasi tanpa memberikan manfaat
yang adil. Selain itu, eksploitasi tambang
yang tidak memperhatikan kesejahteraan
lokal berpotensi menimbulkan  konflik
sosial, terutama ketika masyarakat merasa
diabaikan atau dirugikan oleh aktivitas
perusahaan  tambang yang  merusak
lingkungan  atau mengganggu  mata
pencaharian mereka.

Ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun
2020 yang  mengurangi kewajiban
perusahaan dalam pemulinan lahan bekas
tambang  menunjukkan  ketidakseriusan
dalam menangani dampak lingkungan.
Praktik reklamasi yang tidak memadai
mengakibatkan  lahan  bekas tambang
seringkali dibiarkan terbengkalai, menjadi
sumber kerusakan  ekologis yang
signifikan, seperti erosi tanah, kehilangan
keanekaragaman hayati, dan pencemaran
air. Selain itu, kurangnya penegakan
standar baku mutu lingkungan
memperburuk dampak negatif dari kegiatan
tambang, merusak Kkualitas lingkungan
hidup dan  mengancam kesehatan
masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Sentralisasi kewenangan  dalam
pengelolaan tambang melalui penghapusan
kewenangan pemerintah  kabupaten/kota
telah melemahkan peran pemerintah daerah
dalam pengawasan dan pengelolaan sumber
daya alam di wilayah mereka (Rigiey &
Zainulla, 2022). Hal ini menciptakan
kesenjangan dalam tata kelola
pertambangan, karena pemerintah daerah
yang lebih memahami kondisi lokal tidak
lagi memiliki wewenang untuk mengambil
keputusan strategis. Sentralisasi ini juga
mengurangi inklusivitas dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan tambang,
yang seharusnya menjadi bagian integral
dari tata kelola yang adil dan berkelanjutan.

Pengembalian kewenangan
pemerintah  daerah dalam pengelolaan
tambang melalui revisi regulasi menjadi
langkah  penting  untuk  memastikan
keadilan dalam pengelolaan sumber daya
alam. Regulasi baru harus memastikan
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pemerintah daerah dapat mengambil peran
strategis dalam pengawasan dan perizinan
tambang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Selain itu, penyesuaian terhadap pasal-
pasal yang berpotensi mengkriminalisasi
masyarakat, seperti Pasal 162 UU Nomor 3
Tahun 2020, perlu dilakukan agar aspirasi
masyarakat dapat didengar dan
perlindungan hak mereka tetap terjaga,
tanpa intimidasi atau ancaman hukum.

Penerapan prinsip Sustainab le
Development Goals (SDGs) dalam regulasi
tambang  harus  diwujudkan  dengan
memastikan  bahwa semua kewajiban
reklamasi dan pengelolaan lingkungan
benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan
tambang. Pemerintah harus menguatkan
regulasi  dan  pengawasan  terhadap
pelaksanaan reklamasi untuk mencegah
kerusakan lingkungan yang
berkepanjangan.  Selain  itu, partisipasi
masyarakat lokal harus didorong, baik
dalam  proses perencanaan  maupun
implementasi pengelolaan tambang, guna
menciptakan keseimbangan antara
eksploitasi sumber daya dan kesejahteraan
masyarakat.

Sinergi antara pemerintah  pusat,
pemerintah daerah, perusahaan tambang,
dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk
mencapai tata kelola tambang yang inklusif
dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan
melalui mekanisme Kkerja sama yang jelas,

transparan, dan berbasis akuntabilitas.
Selain  itu, pembangunan  mekanisme
pengawasan independen, seperti
melibatkan  akademisi dan lembaga

swadaya masyarakat, dapat memastikan
bahwa semua pihak mematuhi standar yang

telah  ditetapkan  dan  keberlanjutan
pengelolaan tambang benar-benar
terwujud.

4. CONCLUSION
Penghapusan Pasal 8 dalam UU
Nomor 3 Tahun 2020 telah menghilangkan

kewenangan pemerintah  kabupaten/kota
dalam pengelolaan pertambangan,
mengurangi  potensi  kolaborasi  efektif

antara pemerintah pusat, daerah, dan
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masyarakat, serta meningkatkan risiko
konflik sosial dan kerusakan lingkungan.
Ketentuan reklamasi yang lebih longgar
dalam Pasal 96 memperburuk dampak
lingkungan pascatambang karena
perusahaan hanya diwajibkan memilih satu
dari empat kewajiban reklamasi, sehingga
tidak mencerminkan tanggung jawab yang
komprehensif. Sementara itu, Pasal 162
berpotensi mengkriminalisasi masyarakat
yang berusaha mempertahankan hak atas
tanah dan lingkungan mereka, menciptakan
ketimpangan perlindungan antara
perusahaan tambang dan masyarakat lokal.
Perubahan-perubahan ini  menunjukkan
bahwa UU Nomor 3 Tahun 2020 lebih
memprioritaskan kepentingan investasi dan
eksploitasi sumber daya alam dibandingkan
keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial,
dan hak masyarakat lokal.

Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara telah membawa dampak
signifikan terhadap masyarakat,
lingkungan, dan kewenangan pemerintah
daerah. Hilangnya kewenangan pemerintah
daerah, kriminalisasi masyarakat yang
menolak  tambang, dan  lemahnya
kewajiban reklamasi menunjukkan
kemunduran dalam tata kelola tambang
yang adil dan berkelanjutan.  Untuk
mengatasi permasalahan ini, diperlukan
revisi  regulasi yang mengembalikan
kewenangan daerah, menjamin
perlindungan  hak  masyarakat, serta
memperkuat penerapan prinsip
keberlanjutan ~ sesuai  dengan  tujuan
pembangunan  berkelanjutan (SDGs).
Sinergi antar pemangku kepentingan dan
pengawasan yang transparan harus menjadi
prioritas agar pengelolaan tambang tidak
hanya berorientasi pada keuntungan
ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial
dan kelestarian lingkungan.
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